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BUPATI MUSI BANYUASIN
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang: a. bahwa memenuhi Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai
rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan .

anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2015,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821):

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851),

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286),



10.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355),

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):

6.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

7.

2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049),

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234),

8.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2015 tentang tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657),

9.

L
Uu

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5268),

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005

tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4575),

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155):

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun

2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593),

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614),

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun

2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Negara Republik Indonesia Nomor 4741),

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165),

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012

tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5272):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun
2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

sebagaimana. telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun
2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007 Nomor 10):

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 22 Tahun
2007 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007

Nomor 22),

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
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Menetapkan

24.

25.

26.

27.

28.

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 33):

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun
2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015 (Lembaran
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015 Nomor 1),

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 3 Tahun
2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin Tahun 2015 Nomor 3),

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016
Nomor 7),

Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 6& Tahun 2015 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2015 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015
Nomor 6):

Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 33 Tahun 2015

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Musi

Banyuasin Tahun 2015 Nomor 38),

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal1
Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2015 terdiri dari :
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1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah

b. Dana Perimbangan

c. Lain - lain Pendapatan
Daerah yang Sah

2. Belanja

Jumlah Pendapatan

a. Belanja Tidak Langsung

(1)

(2)

(3)

(4

(5)

(6)

(7)

(8)

Belanja Pegawai

Belanja Bunga

Belanja Subsidi

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bagi Hasil

Belanja Bantuan

Keuangan
Belanja Tidak Terduga

Jumlah Belanja Tidak Langsung

b. Belanja Langsung

(1) Belanja Pegawai

(2) Belanja Barang dan
Jasa

(3) Belanja Modal

Jumlah Belanja Langsung
Jumlah Belanja

Defisit

4. Pembiayaan :

a. Penerimaan

b. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Netto

SILPA

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

181.795.444.466,14

1.724.095.099.866,00

Rp

Rp

128.510.800.235,48Rp

2.034.401.344.567,62

786.062.703.206,00

0,00

20.911.948.000,00

18.351.257.496,00

5-354.500.000,00

Rp

0,00

197.136.925.004,00

5.527.500,00

1.027.822.861.260,00

54.167.229.950,00

605.953.724.810,00

408.512.810.287,00
1.068.633.765.047,00
1.899.319.701.303,00

(62.030.081.739,38)

Rp

127.427.510.758,15

35.000.000.000,00

92.427.510.758,15

30.397.429.018,77
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Pasal 2
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Musi

Pasal 3
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi
anggaran.

Pasal 4
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Musi

Pasal 5
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Musi

Banyuasin

Banyua

Banyua
Pasal 6

Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 27 Juli 2016

-

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 27 -Juli 2016
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BERITA DAKRAH KABUPATEN MUSI SANYUASIN TAHUN 4016 NOMOR...40
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